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BAB I

PENDAHULUAN

1, Latar Belakang

Di dalam mencari keadilan, menurut sistim hukum di
Indonesia dapat dilakukan melalui Badan-badan Peradilan
yang ada, mulai dari badan peradilan lingkat pertama sampai
tingkat terakhir., Bila ada putusan suatu Pengadiian yang
dirasakan tidak/kurang adil oleh salah satu pihak yang ber-
perkara, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan per-
mohonan pemeriksaan ulang atau kasasi. balam sistim hukum
Indonesia, khususnysa hukum acaranya, untuk menyalurkan ke-
tidak puasan pihak-pihak yang merasa hak dan kepentingan-
nya dirugikan, disediakan upaya-upays hukum yaitu Verzet,
Banding, Kasasi dan pcrmohonan peninjauan kembali terhadap
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Yang disebut terakhir adalah 'upaya hukum istimewa, kare=~
na dipergunakan terhadap suatu putusan yang telah memper-
vleh sekuatan hukum yang tetap“l

Upaya nukum peninjauan kemball terhadap putusan Pe-
ngadilan yang berkekunatan tetap, menurut asal usulnya de~
pat dibedakan terhadap keputusan dalam perkara perdata dan

perkara pidana, dimana pada masa sebelum Indonesia merdeka

Liantjik Saleh, Peraturan Mahkamah Asung R.1. No,
| /1930, Peninjauan Kembali Putusan Yane Telah Memperoleh
hekuatan Hukum Yang Tetap, cet.], Ghalia Indonesia, Jakar-
ta, 1980, h, 11,
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untuk perkara pidana diatur dalam Reglement op de Strafvor-
dering (selanjutnya disingkat Sv) dengan istilah Herziening,
sedangkan untuk perkara perdata diatur dalam Reglement op
de Burgerlijke Rechtsvordering (selanjutnya disingkat B.Rv)
dengan istilah Request Civiel, Kedua Rkeglement tersebut me-
rupakan Hukum Acara pidana dan perdata yang berlaku bagi
Pengadilan untuk orang-orang Eropa (Raad van Justitie). Wa-
laupun Herziening dan Request Civiel tidak terdapat dalam
Hukum Acara bagi bumiputra (H.I.R), namun untuk gugatan Re-
quest Civiel sudah sejak lama dalam praktek diterima oleh
Landraad dengan memakai ketentuan-ketentuan B,Rv sebagai

pedoman.2

Sebelum melangkah lebih lanjut, terlebih dahulu saya
jelaskan arti istilah Request Civiel pada judul skripsi ini
yang tidak lain adalah peninjauan kembali putusan pengadil-
an yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap
dalam perkara perdata.3 Sedangkan alasan penggunaan istilah
tersebut disamping mempermudah dan mempersingkat suatu pe-
ngertian yang panjang, juga dalam perundang-undangan Repu-
blik Indonesia permah digunakan istilah request civiel un-
tuk hal yang sama, yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung

No. I/1977 yang antara lain sebagai berikut:

Subekti, Kekuasaan Mahkamah Agung R.I., Alumni,
Bandung, 1980 (selanjutnya disingkat Subekti I), h, 24,

3Subekti, Kamus Hukum, cet. II, Pradnja Paramita,
Jakarta, 1971 (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 88.
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a, dalam hal Menimbang angka 3 menyatakan "bahwa dalam si-
tuasi yang demikian dapat dimengerti bahwa timbul kera-
gu-raguan tentang apakah lembaga request civiel (dalam
perkara perdata) yang sudah dikenal di Pengadilan-peng-
adilan Negeri masih ada dan dapat dijalankan" (garis
bawah dari saya);

b, dalam hal Menimbang yang disebutkan, ". . . maka untuk
mencegah adanya keragu-raguan dan kehampaan (vacuum)

dalam hal peninjauvan kembali putusan-putusan Pengadilan

perdata, yang dalam praktek sudah dimungkinkan dengan

request civiel di muka Pengadilan-pengadilan Negeri',

(garis bawah dari saya). Kalimat yang bergaris bawah
menunjukkan bahwa istilah request civiel diterima dalam
perundang-undangan Negara kita sebagai kata lain untuk
peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang telah
bersifat tetap dalam perkara perdata.-

¢. dalam hal Memutuskan angka 2, menyatakan bahwa ”Mengenai
permohonan~-permohonan peninjauan kembali yang di alamat-
kan kepada Mahkamah Agung . « . diberitahu sekedar me~
ngenal putusan perdata bahwa mereka dapat mengajukan

gugatan request civiel . . « «"(garis bawah dari saya).

Dari uraian di atas, jelas bahwa request civiel te~
lah diterima menjadi istilah yuridis yang sama artinya de~
ngan peninjauan kembali putugan yang telah memperoleh ke=-
kuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata. Maka sesuai

dengan judul skripsl ini,. untuk selarjutnya istilah yang
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cdipakal untuk peninjauan kembali putusan perkara perdata
yang telah bersifat tetap adalah Kequest Civiel, sedangkan
untuk putusan perkara perdata dan pidana, di dalam skripsi
ini akan digunakan istilah '"peninjauvan kemhali'.

Dalam skripsi ini saya akan membahas Request Civiel
sebagal upaya hukum peninjauan kembali terhadap keputusan
cenzadilan yang telah hersifat tetap dalam perkara perdata
yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980, dan
pembahasannya di titik beratkan pada hukum acaranya.

Request civiel merupakan upaya hukum yang istimewa
cifatnya. Berbeda dengan upaya hukum banding, vcrzet dan
kasasi, request civiel dapat merubah putusan yang mempunyai
kikuatan hukum tetap., Yang dimaksud dengan mempunyai kekua-
tan hukum yang tetap adalah, bahwa putusan tersebut tidak

dapat dirubah lagi, dan disinilah letak "istimewa''-nya,
Dalam sistim peradilan di manapun, termasuk juga Indonmesia,

suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang te-
tap tidak dapat dirubah lagi. Hal tersebut karena berlaku-
nya suatu asas yang berbunyil "nebis in idem" yang artinya
tidak boleh terjadi dua kali putusan dalam suatu perkara
yang sama. Kendatipun demikian, demi keadilan dan kebenaran
serta diterimanya anggapan bahwa hakim adalah manusia biasa
yang tak luput dari kekeliruan dan kesalahan, maka masih

dimungkinkan mempergunakan lembaga peninjauan kembali.

“yantjik Saleh, op.cit., h. 12-13.

Skripsi TINJAUAN REQUEST CIVIEL DALAM WIDODO

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1/1980



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam perundang-undangan Republik Indoresia, request
civiel diatur untuk pertama kali dalam Undang-undang No. 19
tahun 1964 dan Undeng-undang No., 13 tahun 1965 dengan isti-
lah peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkes,
kuatan tetap, tetapi umdang-undang pelaksanaannya belum ada.
Hal inl menyebabkan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan
Mahkamah Agung No. 1/1969 yang mangatur tata-cara pelaksa-
naan peninjauan kembali baik untuk perkara perdata maupun
perkara pidana. Peraturan tersebut kemudian dicabut dengan
Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971, tetapi dalam peratu-
ran ini Mahkamah Agung mengingatkan kepada pencari keadilan
dalem perkara perdata, bahwa lembaga request civiel yang
dari dulu sampai sekarang berlaku di pengadilamp-pengadilan
masih tetap berjalan dan sementara dapat menampung permoho-
nan-permohonan peninjauan kembali untuk perkara perdata.5

Pada tahun 1970 dikeluarkan Undang-undang No. 14
tahun 1970 yaung juga mengatur tentang masalah peninjauan ke-
mbali tetapi peraturan pelaksanaannya belum juga dikeluar-
kan. Lain dari pada itu request civiel inipun yang menurut
Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971 pengajuannya seperti
mengajukan gugatan blasa dengan berpedoman pada BRv dicabut
kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1976, meski-
pun lembaga penijauan kembali sangat dibutuhkan demi terca-

painya keadilan dan kebenaran, tetapi peraturan pelaksana=

Subekti I, op. cit., h. 26.
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annya belum juga dikeluarkan untuk melengkapl hukum Acara
Perdata di Indonesia. Akhirnya pada tanggal 1 Desember '80Q
dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 untuk me-
ngisi peraturan pelaksanaan tentang peninjauan kembali pu-
tusan pengadilan yang berkekuatan tetap baik umtuk perkare
perdata maupun perkara pidana. Peninjauan kembali dalam
perkara pidana dilakukan untuk pertama kalinya terhadap per-
kara "Sengkon dan Karta",

Dalam hukum acara perdata, Peraturan Mahkamah Agung
No. 1/1980 melengkapi kekosongan dalam pengaturan mengenai
upaya hukum request civiel, tetapi dalam hukum tata negara,
Peraturan tersebut menimbulan masalah konstitusionil, yaitu
masalah kewenangan Mahkamah Agung menetapkan suatu peratu=-
ran yang menurut undang-undang harus dlatur berdasarkan
undang-undang pelaksanaan, namun kenyataannya Peraturan ini
pernah diberlakukan dalam menyelesaikan perkara Sengkon dan
Karta, Adapun alasan yang dijadikan dasar pertimbangan Mah=-
kamah Agung dalam mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No,
1/1980 jelas tertera dalam konsiderannya yang antara lain
pada bagian 2 menyatakan, bahwa, ". . . tidak adanya sarana
hukum lain yang ﬁemungkinkan menampung dan menyelesaikan per-
masalahan peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang sa~-
ngat diperlukan'., Dapat disimpulkan kalimat dalam konside-
ran tersebut, bahwa kebutuhan akan lembaga peninjauan kem-
bali sangat mendesak untuk mengisi kekosangan hukum acara.

Berhubung yang diatur adalah materi hukum acara, maka me-
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aurut pendapat saya sangat tidak tepat seandainya bentuk
yang dipokai oleh Mahkamah Agung dalam memperlakukan lemba-
ga peninjeuan kembali adalah Yurisprudensi. Sebab pengerti-
an dari yurisprudensi adalah suatu keputusan hakim terhadap
suatu perkura yang diikuti oleh hakim lain dalam memutuskan
perkara yang samu.g Mengikat tidaknya yurisprudensi terha-~
dap hakim dalam menjatuﬁkan putusannya tergantung dari sis-
tim hukum yang ada, dan bidang hukum yang mengatur hal ter-
sebut tidak lain adalah hukum acaranya. Jadi yurisprudensi
itu diatur oleh hukum acara, maka akan tidak tepat dan ber=
tentangan dengan ajaran hukum apabila lembaga peninjauan
l.embali diatur atau diberlakukam melalul yurisprudensi,

Jadi pengaturan lembaga peninjauan kembali dalam ben-~
tuk peraturan Mahkamah Agung itulah yang sesuai mengingat
akan kebutuhan yang mendesak dan sifat sementaranya yang di-~
Jadikan dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah

Agung No, 1/1980 tersebut.

¢, Permasalabhan

Yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:
a, Tinjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung, yang memper-
masalahkan Hukum Acara perdata, dalam hal ini request

civiely

6Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cet., XI, terjemah~
an Supomo, Pradnja Paramita, Jakarta, 1971, h. 139.
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b, Memperbandingkan lembaga peninjauan kembali putusan yang
telah bersifat tetap dalam perkara perdata atau request
civicl menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980, de-
ngan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di

Tndoncsia.

5. wuang Lingkup

Pembahasannya akan dibatasi dalam ruang lingkup:
ae Permasalahan~permasalahan hukum acara perdatanya;
b. Peraturan Mahkamah Agung No, 1/1980;
¢. Peruturan perundang-undangan yang pernah mengatur masa-

lah request c¢iviel,

ly. Metodolopgi

Mctode penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan
data bagi penulisan ini adalah fiset kepustakaan, yaitu be~
rupa buku-buku, majalah, surat kabar dan mass-media lainnya.

Pembahasan penulisan secara diskriptip dengan mems-
perhatikan hal-hal yang bersifat yuridis, yang pada akhir-
nya 4i. enalisa melalui studi perbandingan untuk menghasil-

kan kesimpulan dan saran-saran,

Ye Sistematika
Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dan
tiap-tiap bab terdiri dari beberapa subr~bab. Adapun sis-

timatikanya adalah sebagai berikut:
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a. Bab 1 : Pendahuluan, yang berisi latar belakang, perma-
salahan, ruang lingkup, metodelogl dan sistimatika.

b. Bab II : Pengertian request civiel diambil secara etimo-
logi atau arti bahasanya dan secara yuridis. Pengaturan
masalah request civiel pada jaman kolonial Belanda de-
ngan BRv, yang diperlakukan pula di Landraad. Setelah
Indonesia merdeka tidak pernah diperlakukan dalam suatu
perkara. Meskipun diatur dengan undang-undang tentang
pengaturan pokoknya, tetapi aturan pelaksanaannya belum
pernah dikeluarkan, karenanya dikeluarkan Peraturan Mah-
kamah Agung No. 1/1980,

c. sab III : Mengenai prosedur pelaksanaan maupun persya-
ratan-persyaratan materi yang dapat diajukan sebagai-
upaya hukum request civiel, mempunyal cara yang berma-
cam-macam meskipun ada pula terdapat persémaan pada se-
tiap pengaturannya dalam perundang-undangan yang pernah
ada dan menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980.

d. Bab IV : Perbandingan dalam prosedur sebelum dan sesudah
pelaksanasn serta luasnya materi yang dapat .diajukan se-
bagai pgugatan request civiel, menetukan pula sampai di
mana kaadilan yang Jikorbankan karena kekhilafan hakim
dalam menjatuhkan putusannya, dapat dijangkau oleh re-
gquest civiel.

e. Babh V : Penutup, yang terbagi dalam kesimpulan dan saran.
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BAB II

PENGERTTIAN DAN PERKEMBANGAN REQUEST CIVIEL DI INDONESI1A

1. Pengertian Request Civiel

Menurut arti katanya request civiellterdiri dari ka-~
ta request yang berarti, ”permohonan"7 atau ''surat permo-
honan, rekes”8 dan kata civiel yang berarti "perdata"9 a-

tau "sipil, bersifat perdata, yang bersangkutan dengan pen-

duduk/warga negara”lo, Gabungan dari kedua kata tersebut

merupakan suatu istilah hukum yang berarti, "peninjauan

)nll

kembali (tentang perkara perdata s dan Subeki{i mengarti=-

kan secara lebih luas yaitu, '"penindjauan kembali. puiusan
(perdata) jang telah memperoleh kekuatan hukum jang tetap,
karena diketahuinja hal2 baru jang dulu tidak dapat dike~-

tahui oleh Hakim, sehingga apabila hal2 ini diketahuinja,

a2

putusan akan berlainan'"™, Sedangkan Tirtaamidjaja mengar-

15

tikan sebagai '‘pembaharuanm pemeriksaan perkara'"-,

7Subekti IT, loc. cit.

8Asis Safiocedin, Daftar Kata Sederhana Tentang Hukum,
cete I, Alumni, Bandung, 1978, h. 177.

Isubekti II, op, eit., h. 23.
10)sis Safioedin, op. cit., h. Sl.

111bid, h. 177.

125 bekti II, op. cit., h. 88.

13Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim Dan Djaksa Dan Atja-
ra Pemeriksaan Perkara-perkara Fidana Dan Perdata, DJamba-
tan, Jakarta, 1Yod, h. 191,

10
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Dalam perundang-undangan Republik Indonesia, dike-
nal istilah Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Yang Telah
Memperoleh Kckuatan Hukum Yang Tetap, yang mempunyai arti
lebih luas, karena meliputi perkara pidama dan perdata.

Istilah request civiel pernah dipakai dalam Peratu-
ran Makamah Agung No. 1/1971, kata request civiel bersebut
dimaksudkan peninjauan kembali putusan yang telah bersifat
tetap dalam perkara perdata. Jadi istilah request civiel
adalah istilah yang berasal dari bahasa asing yang diper-~
gunakan dalam bahasa Indonesia.

Karena pemakaian istilah request civiel untuk per-
tama kali dalam perundang-undangan kolonial Belanda, yang
setelah kemerdeiaan tidak berlaku lagi, maka istilah ini
masilt belum bany:zk dikenal orang.

Pada dasarnya pengertian dan maksud kedua istilah
tersebut di atas sama, yaitu peninjauan kembali keputusan
pengadilan yang bersifat tetap dalam perkara perdata, ha-
nya prosedur pelaksanaannya menurut BRv berbeda dengan apa
yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980,

Request civiel sebagai suatu upaya hukum yang ber-~
sifat istimewa ini, pada dasarnya menyimpangi asas 'ne bis
in idem", yang berarti pula dapat mengalkibatkan ketid:k
pastian hukum dari keputusan Pengadilan yang telah bersi-
fat tetap. Karenanya di muka Pengadilan, seseorung ocapat me-
nangkis atau mengadakan cksepsi atas dasar gugatan yang di

ajukan itu telah diputuskan pengadilan dengan keputusan
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yang bersifat tetap. Tetapl memang Hakim sebagal manusia
biasa tentu saja tidak luput dari kesalahan, karenanya
diadakan lembaga request civiel, dengan maksud "pertama-
tama memperbaiki suatu kechilafan ('dwaling', 'error') Ha-
kim pada waktu mengaébil keputusannja”lu. Hal tersebut se-
mata-mata untuk mempertahankan keadilan dan kebenaran,, ka-
rena "alat-alat untuk memperoleh kebenaran jang sempurna
memang tidak memberikan djaminan sepenuhnja . . . karena
kechilafan Hakim itu, maka mungkin seseorang Jjang sebenar-
nja tidak bersalah, telah didjatuhi hwkuman"!?, Selanjut-
nya menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa "peninjauan kembald
itu bukanlah menghilangkan kepastian hukui dari putusan ha-
kim, melainkan justru mempertahankan keadilan itu sendiri
dan memberikan kepastian hukum kepada perbuatan yang adil”}6

Tidak dapat disangkal bahwa request civiel memperta-
hankan keadilan, tetapi telah memberikan ketidek pastian
terhadap keputusan pengadilan yang menurut hukum telab ber-
gifat tetap. Hal ini mirip dengan penjelasan van Apeldoorn
tentang hakim yang dapat mempergunakan penafsiran bebas un-
tuk menghilangkan atau mengurangi ketidak adilan, tetapi

mengurangi kepastian hukuml7. Nampak disini kadang-kad.ng

1p14d, n. 111.
Loypia,

l6Abdulkadir Muhammad, Hukum icara Perdata Indonesia,
Alumni, Bandung, 1978, h., 251.

17

Apeldoorn, op. cit., h. 23.
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kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan demi untuk mem- |
pertahankan keadilan. Tetapl penggunaan lembaga ini hanya
dalam hal perkara tertentu saja yang bersifat. istimewa dan
tidak bersifat terus menerus, mungkin dalam seribu perkara
yang diputuskan hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum
yang tetap, munculah saﬁu perkara yang dikemukakawm oleh
yang berkepentingan dengan alasan putusan itu perlu dila-
kukan peninjauan kembali.l8

Memang, meskipun lembaga request civiel diperkenan-
kan untuk meninjau kembali keputusam pengadilan dalam per-
kara perdata yang telah bersifat tetap, namun tetap dijaga
adanya kepastian hukum dengan memberikan persyaratan-per-
syaratam yang ketat, dan dilain pihak lembaga ini tetap
mempertahankan kebutuhan akan keadilan.

Di dalam hukum acara pidana dikenal upaya hukum her=-
ziening, yang juga merupakan lembaga hukum peninjauan kem-
bali. Berbeda dengan request ciwviel, upaya hukum ini menin-
Jau kembali putusan pengadilanm dalam perkara pidana yang -
telah mémperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pada jaman pen-
Jajahan Belanda, herziening diatur secara terpisah dengan
pengaturan request civiel, yaitu pada Reglement op de Straf-
vordering (Sv). Setelah Indonesia merdeka, kedua upaya hu-
kum tersebut }engaturagnya dijadikan satu dalapm perundang-

undargan nagional kita dengan istilah peninjauan kemball

-

14 S - a e 74.l T bt "S-
18 pbdulkadir Mubammad, Qp. cit., h. 251-252.
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putusan yang telah meﬁperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Jadi dasar hukum request civiel berbeda dengan herziening,
yang satu termasuk dalam hukum acara perdata dan yang lain
merupakan bagian dari hukum acara pidana.

Mengenai istilah request civiel itu sendiri, menu=-
rut hemat saya dapat diﬁasukkan menjadi istilah hukum da-
lam bahasa Indonesia,dengan ejaan tulisan "rekes sipil'.
lial ini sesuai dengan terjemahan dari kata request yaitu
rckeslg, dan terjemahan kata civiel yaitu sipilao. Dengan
pemakaian kata request civiel menjadi rekes sipil,'maka
akan mempe;kaya perbendaharaan istilah hukum kita dan mem-
perjelas pengertian peninjauan kembali putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap,
yang mengandung dua arti yaitu untuk perkara perdata dan

perkara pidana.

2. Perkembangan liequest Civiel di. Indonesia

Di Indonesia lembaga hukum request civiel untuk per=-
tama kali diatur dalam BRv, yaitu hukum acara perdata yang
berlaku untuk Raad van Justitie atau Pengadilan untuk
orang-orang bhangsa Eropa yang ada di Indonesia. Namun demi-
kian gugatan request civiel ini sudah sejak lama dalam prak-

tek diterima dan diberlakukan oleh Pengadilan Negeri jaman

19%6is Safioedin, op. cit., h. 177.
20 .. |
lbid, h. 51,
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avlonial Helanda yaitu landraand, dengan memakal ketentuan-—
ketentuan A0v scuag,ail !pedoman'al. Jelas praktek ini ber-
Letang: novengan pesal $93 lierziene Indonesisch Reglement
(yan relanjulny- disingkat NTkk) yang berbunyi sebapail ber-
aat, "aiuitu mea,adili perkara dihadapan pengadilan negeri
v Lidak qupst diperfatikan atjara jang lebih lain dari
coi e _ant altentukan dalam reglement ini', Mamun demikian
LoLee fiperlasuson meskipun untuk landraad scharusnya me-
v wol 1 uebagai pedoman, Tepatlah apa yang dikatakan Su-
geeti , bahwa oleh para ahli hukum pada waktu Jjtu pasal
s, Il sudah 'uitgehold' oleh praktek pengadilan negeri,
ysn; artinya sudah digerogoti sampai kosong;.a‘2
setelah Indonesia merdeka, tidak ada kesatuan pen.
dupal mengenai dibutuhkannya lembage request civiel.23
el anjuthya sudikno iertokusumo juga memberikan dua contoh
reontaan pengadilan tinggl yang saling bertentahgan, ya-
Luu t'enpadilan finggi Medan yang dalam putusannya tanggal
4 wdli 194, menyatakan bahwa lembaga request civiel tidak
Jdiputuna~n dan berlebihan, dibandingkan dengan putusan Pe-
c.,uditan ringgi Jakarta tanggal 350 Januari 1957, yang ber-

pendapal hehwa request civiel dalam acara HIR djbutuhkan.éq

“Lsubekti 1T, op. cit., h. ek,

aaSuoekti, hukum Acarua Perdata, cet. 1, Lkonomi,
nandung, 1977, h. 164,

¢J5udikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, cet. 11,
liberty, Jogjakarta, L1979, h. 177,

21y
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Memurut pendapat Sudikmo Mertokusumo semdiri ingim
mempertahankan request civiel selama belum ada peraturan
tentang peninjauan keﬁbali putusan yang telah memperocleh
kekuatan hukum yang tetap.z5

Dalam perundang-undangan Republik Imdomesia barulah
padd tahun 1971, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.
1/1971 yang pada bagian 2 memgingatkan bahwa, "sekedar me-
ngenai putusan perdata, mereka dapat mengajukan gugatan
request civiel menurut. cara gugatan biasa dengan berpedor
man pada BRv', Tetapi peraturan ini tidak.dapat bertahan.
lama dan belum permeh dijalankan, yang kemudian dicabut
kembali oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1976 pasal 1,
dan pembatalannya terhadap perkara-perkara yang terlanjur
masuk diatur oleh pasal 2, yamg secara keseluruhan peratu-
ran tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1: Mencabut Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971
dan. Peraturan-peraturan Mahkamah Agung serta
Surat-surat Edaram yang mendahuluimya menge-
nai soal peninjauan kemball putusan~putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatam hu-
kum yang tetap.

Pasal 2: Perkara-perkara yang telah terdaftar di kepa-
niteraan Mahkamah Agung sebelum peraturan ini

dikeluarkan, diselesaikan berdasarkan pasal 1.
[(Baris bawah darl saya]
Yang dimaksud "diselesalkan berdasarkan Pasal 1", ialah
dicabut kembali,
Sebelum tahun 1971, lembaga hukum peninjauam kemba-
1i putusan }ang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,

221hid.
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dalam undong-undang telah diatur tetapi hanya peraturan po-

koknya, yaillu ¢ndang-ubdang No. 19 tahun L§64 tentany Keten-

Luan Pokox Kekuasaan Kéhakiman pasal 1%, Undang-undang Mo,

P4 Lohun LY6L toea i, Péngadilan valam Lingkungan Peradilan

Leam gl Mohkaman sgung pasal 51 dan Undang-undang No. 1y

tehut L7470 tentan:, Pokdk-pokok sekuasaan Kehakiman pasal 21,

siw dasarnya pasal-pagal dari undanp-uncang tersebut di a-

Lisg berisi tentang: .

u. diperpolehkan peninjauan kembali oleh Mahkamab Apung ter-
lhadap keputusan pengadilan yang telali bersifol tetap,
baik perkara pidana maupun perdata;

Le keputusan yang dimintokun peninjauan kembali harus meme-
nuhi syarut-syaral dan memakal prosedur yang ditetapkan
oiuﬁ undang-undang.

Undang-unaang poiausauaan yang mengatur tentang sya-
r-l=-sy~rat dan prosedur peninjauan kembali hingga sekarang
Lidah pernan dix luarkah, walaupun lembaga ini semakin di-
butuhkan., Hal ini yang menjadi sebab mengapa Mahkamah Agung
meng e lasrkan peraturan yang berisi tentang persyaratan-per-
syaratan gan prosedur pelaksanaan lembugua peninjauan kemba-
ti. untuk pertams kali yang dikcluarkan iwlah ‘eraturen

.
patikamah ggung No. 1 tatiun 1969, yang dalam konsiderannya
nwnjelaskan bahwas
1. pahwa banjak sekdli oleh puara pentjuri keadilan dia-
Aj-otsn pecmotonan kepada Pong dilian Nugeel stau se-
t jara langsung kcepada Mahkamah Agung untuk mendapatl-

kan penindjauvan kemball putusan Pengadilan jan; te-
lanh memperoleh kckuatan jang totap,
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2. bahwa ternjata banjak dari permohonan tersebut men-
punjai dasar2 Jang kuat, sehingga apabila tidak da-
pat diterima hanja karena lembaga itu jang menurut
pasal 31 undang2 No. 13 tahun 1965 mendjadi wewenang
Mahkamah Agung, belum ada undang? Jjang mengatur pe-
laksanaannja, akan menimbulkan rasa ketidakpuasan
dan ketidak-adilan,

Konsideran tersebut di atas menunjukkan betapa pentingnya
dan dibutubkannya lembuaga peninjauan kembali, yang terpaksa
belum bisa terpenuhi, karena terbentur belum adanya undang-
undang pelaksanaannya. Tetapi Peraturan Mahkamah Agung ter-
sebut tidak pula berumur panjang, karena dicabut oleh Fer-
aturan Mahkamah Agung No, 1/19Y71. Jelas dalam konsideran-
nya kegagalan Mahkamih Agung mempertahankan lembaga penin-
jauan kewmbali yang télab diatur dalam peraturannya yang
terdahulu, Koncideran Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971
menyatakan sebagal berikut:

2. bahwa dengan suralt edaran tanggal 23 Oktober 1971
No. 18 tahun 1971 kemudian memberitahukan kepada se-
mua Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri,
bahwa Peraturan tersebut belum dapat didjalankan ka-
rena masih diperlukannja peraturan lebih landjut me-
ngenai beberapa soal, seperti tentang biaja perkara
dan peralihan mengenai permohonan-permohonan jang
sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tinggi dan
lain sebagainja.,

Alasan yang diberilkan dalam konsideran tersebut di atas,
menurul hemat saya hanyalah untuk menutupi ketidak mampuan
Mahkmah Agung mempertahankan lembaga peninjauan kembali
yang pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan terdahulu.
verlepas dari persoalan konstitusionilnya mengenai wewenang
Mahkamah Agung yang tercantum dalam pasal 131 Undang-undang

No, 1 tahun 1990 tentang susunan, kekuasaan dan jalan peng-
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adilan Mahkamah Agung di Indonesia, jelas Mahkamah Agung te-
lah berani mengeluarkan peraturan tentang peninjauan kemba-
11, yang kemudian dicabut oleh Mahkamah Agung itu sendiril.
Sebenarnya menurut pendapat saya kewenangan Mahkamah Agung
mengatur sendiri persoalan yang tidak atau belum diatur da-
lam undang-undang, dapat mengeluarkan Peraturan yang Jjustru
melengkapi kekurangan pengaturan yang dijadikan dalam kon-
side:an Peraturan Mahkamah Agung No, 1 tahun 1971. Walaupun
Peraturan tersebut memberikan peluang bagi pelaksanaan re-
quest civiel dengan persyaratan dan prosedur seperti yang
pernah dijalankan oleh Landraad, tetapi peluang yang bersi-
fat mengingatkan inipun dicabut oleh Peraturan Mahkamah A~
gung sendiri No, 1 tahun 1976.

Setelah bertahun-tahun tidak ada lagi pengaturan
tentang pelaksanaan lembaga peninjauan kembali, barulah
pada tahun 1980 Makamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahka-
mah Agung No. 1/1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang
Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap. Dalam konsider-
annya nomer 3, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung telah menga-
dakan rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 19 No-
pember 1980, dan memandang perlu mengeluarkan peraturan ten-
tang peninjauan kembali sambil menunggu dikeluarkannya per-
aturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu.
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ialah un-
dang-undang mengenail pelaksanaan lembaga peninjauan kembali

atau undang-undang Hukum Acara Perdata dan Piduna, Peratu-
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ran ini hingga kini belum dicabut, bahkan untuk peninjauan
kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yung
tetap dalam perkara pidana telah diberlakukan dalam prak-

tek terhadap perkara Sengkon dan Karta,
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BAB III

P AUAT YURTOTES ToRHADAP PuxAlUrAL PuxUNDANG-UNUANCAN

CoNANG RAUasT CLVILL

. Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-undangan Tentang

_cquest Civiel Jubeﬂum Peraturan Mahkemah Agung fo. 1/
A
micald furis besar, peraturan perundeng-undangan
LarnLr e reduest civiel sebelum dikeluarkan Peraturan hah-
«watt Arung Mol 1/1950, dapat dibagi menjadi 2 (dua) ba-
Jdun, yaitu pengaturan request civiel menurut BRv dan pe-
¢ turan menurut perundang-undangan sepublik Indonesia,
4 Leaun Peraturan rahkamah Agung do. 1/1980.
e Punpaturan request civiel menurut Buv.
vasal 789 BRv menentukan tentuang kewenangan hakim
«ntak mengajusan request civiel, Pasal tersebut menyata-
San babiva oava polgknya gugatan request civiel diajukan
atpada vengadilan yanp vonisnya dimintokan peninjauan kem-
v t., suhingga pengadilan tersebut yang mempunyai wewenang
antuk mengadakan peninjouan kembali., fentang kewenangan
wengadili gugatan request civiel ini, xretnowulun Sutantio
dan Iskandar Ueripkartawinata antara lain menjelaskun se-
bogoal berikut:
(1) Yang termasuk wewenang Pengadilan .egeri,
spabila acas "laatste ressort" dipegang teguh, maka

yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri adalah putu-

21
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san-putusan verstek yang terhadapnya tidak dapat di-
ajukun nerlavanan lagi dan putusan-putusan yang tidak
tapat dimintukan pbanding. Menurut pendapat :: ya bahwa
yam® ujmaksud.“luatste ressort' ialoh wilayah (penga-
dilon) terakhir ysng tidak memungkinkan lagi diminta-
kan banding, kareha memang tidak dapet dimintakan ban-
ding, Anwbila asas ini tiduk diperpgunukan, moka terma-
sulkk pula:
\a) lutusan yang permohonan bandingnya lidak diterima;
(b) Putusan yang telah tidak mengajukan banding,
I'ntusan-putusan térsebut Lentunya merupakan putusan
perlavanan.

{ 2) Yang termasuk wewenang Pengadilan Tinggi.
“ewenang “engadilan tinggi untuk mengadili permohon-
an request_civiel cukup luas, bahkan sebagian besar
perkaru-perkara réquest civiel merupakan wewenang Pe-
ngadilan Tinggi. Asas '"laatste ressort” bukan merupa-
kan persoalan lagi, karena Pengadilon Tinggl merupa-~
xan "laatste ressort". Asas "op tegenspraak' masih
berliaku,. Avabila dalam Pengadilon Tinggl dalam taraf
banaing selesal dengan perdamaian (dapat tidaknya
raara pada taraf banding diselesaikan dengan perda-
maian, hingga kini masih merupakan persoalan),tidak
aiperkenankan mengajukan permohonan request civiel.
fung termasuk wewenang Pengadilan linggl adalan:

(a) putusan !ahkamah Agung yan;. permochonan hkasasinya
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tidak anpatl diterina;

(L7 putusan yang permohonan vandingnys diterima dan

mitun: r, Yen,qditan segeri yang, dikuatkan;

(¢, purusun yuap permohonan bandingnyaz diterima, te-
Lapi - coroatsliksn putusan Pengadilen fegeri dan
aengnadlin sendirt;

b paluwsur yangs, permohonan © ndingnya diterime dan
rempechaikl keputusan Penpgoadil noLeperi;
putuson ahkwmahl fgung yong menolak permohonan
nasucl, oleh kurens menyangkul penilaian {akta,

() rane termasuk wewenang Mahkamah Agung.

(1) putusan kasasi Mahkamah Agung yan- membatalkan
feputusen vengaullan Tinggi dan menguatkan kepu-
tusun Pengadilan [egeri;

(L)  putusan kasasi Hahkamah igung yang membalalkan
keduua putusan pengadilan terdohutu, dan Vabkamah
Aruny mengadili sendiri;

(c) wsenmua putusan Mahkamah Agung, kecualli yang disc-
puthan dalam huruf a dan e yang telah disebutkan
otoagul wewenbny tengadilan ‘inggl.ab

Sulanjutnys menurut keputucan-keputusan dari laad
|

venn suslitie yangs terdapat dalam et Inuisch 'Wijdschrift

I3 .

vat hol aecht (tisingwat '), ternyata terhadap request ci-

’6 : . ) , .
“Yietnowulun outant+0 dan Iskandar Ceripkartawinata,
iukum scara Perdata pulam Teord dan Pruktek, cet, I, aslum-

nil, Buadung, 1979, h.dl64—l65.
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viel tioerkenangan watak mengajulkan banding.27 balur pasal

St L dioubuikun banma tidak diperbolcehiran mengajukan

I uaest civiel ikedua, setefah request civiel pertama dite-

Ciane wtiaw ditolak, vetapl dalam 3qv tidak disebutkun apa-

a: e uest civiel uapat dibanding walou dikasasi,
slasun=olusan yang dapat dipergunakan mengajukan
oormot hon request civiel diatur dalam posal 382 sty yang
aCara garis pesarnya verisi sebagal verikut:

wquest civiel dapat diajukan dari keputusan-lkeputusan

yohy telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atan yang

tidak diperkenankan untuk banding, juga scepulusan verglek
yun; tidak diperkenankan verzet, dengan alasan~alasan sc¢-
vagal bverikut,

(1) vila dalam keputusan terdapat kebohongan atau tipu-
muslihat duari lawan, dan sumpan lawan yang diverintah-
kan oleh Hakim kurena jJabatannya dinystakan palsu
olen Ilakim pidana, kecuali sumouh yang dalam artikel
pasul 1966 BY (yang dimaksud disini ialah 3% Belanda
dan dalam B% Indonecsia pada pasal 1979) ayat 1;

() wepubila keputusan pengadilan mengandung hal-hal yang
t daic dituntut oleh penggugat;

(%) apabila pengadilan dalam keputusannya welebihi dari
apu yang dituntut oleh penggugat;

(1,) apabila pengadilan Liduk mengambil keputusan sebagian

“71pid, h. 165.
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dari tuntutan karena lupa atau lulai;

-~
T
S

apabilu dalam pihak-pihak yang sama, dengan alasan
yang sama dan oleh Hakim yang sama pula diputuskan
hal~hal yaeng saling bertentangan, dalam putusan ter-
akhir;
(6) apabila dalum satu putusan yang sama lerdapat peneta-
L=oonetapan mengenai hal-hal yang saling hertenta-
agan;
Y) apzbila putusan berdasarkan bukti surat atau dokumen
yang setelah keputusan dijatuhkan dinyatakan palsu;
(4) wopabila setelah keputusan Makim dijatuhkan, dikete-
mukan berkas-berkas dokumen yang bersifat menentukan
yang tadinya vleh salah satu pihuak aisembunyikan.
Pasal 393 BRv menambahkan alasan permohonan request
civiel yaitu bagi mereka yang dibawah umur, yang sebelum-
rnya tidak mendapatkan perhatian atau pembelaan.
henurut pasal 384 B.v bahwi dapat mengajukan alasan
untuk menarik kembali sebegian dari vonis, apabila bagian-
vagian lainnya dari vdnis tersebut tidak tergantung pada-
nya.
Meneenal batas walktu pengajuan permohonan request
civiel, Bav menpaturnya sebagal berikut:
(1) wuntuk batas waktud biasa, menurut pasal 38% ayat 1 dan
ayat < berisi scdagal berikut,
(a#) uyat sutunya menyebutkan bahwa request civiel ati-

tetapken jangko wakiu terhitung waktu 5 (tiza)
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bulan sejak diucapkannya vonis, atau'bagi keputu-
san verstek mulai pada hari tidak berlakunya pe-
ngajuan verzeét,

(b) ayat duanyu menyebutkan bahwa bagi hal yang me-
nyangkut pasal 383 (alasan di bawah umur), baru
mulal pada hari setelah yang bersangkutan menja-
dl dewasa,

(¢) untuk batas waktu apabila yang dikalahkan meninggal
aunia. Menurut pasal 386 BRv, diperlakukan pasal 24l1.

(3) untuk batas waktu yang di dalamnya ada kepalsuan, pe-
nipuan, diketemukan berkas-berkas baru dan se¢bagai-
nya. Pasal %87 ményebutkan bahwa mengenai hal-hal
yang telah disebutkan di atas, mulai hari diketemukan
atau diketahuinya kepalsuan, tipu muslihat, berkas-
berkas baru, yang dengan secara tertulis dapat dibuk-
tikan.

(4) wuntuk batas waktiu jika ada pertentangan-pertentangan.
Pasal %88 menentukan bahwa apabila terdapat pertenta-
ngan dari vonis~vonis, maka request civiel mulai ber-
laku sejak dijatuhkannya vonis terakhir. Jika hal ini
dijatuhkan dengan verstek, dimulai dari waktu tidak
dapat berlakunya verzet,

(5) untuk bafas waktu yang memerlukan hasil dari putusan
pengadilan lainnya yang masih berjalan sidangnya, ma-
ka request civiel menunggu keputusan pengadilan terse-

but. Apabila sidang request civiel telah berjalan,
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maka ditentukan oleh keadaan apakah diteruskan atau
diskhors, hal ini diatur dalam pasal 389 ayat 2.

Cara pengajuan request civiel menurut pasal 390 BRv,
diajukan menurut cara gugatan biasa, dan diajukan kepada
pengadilan yang putusannya dimintakan peninjauan kembali.
Gugatan request civiel menurut pasal 392 BRvV' tidak mengha-
langi pelaksanaan putusan hakim yang ditentang, dan juga
tidak dapat dihalangi dengan putusan hakim,., Apabila guga-
tan request civiel telah diterima, menurut pasal 394 ayat
], maka putusan akan dicabut, dan para pihak akan dikemba-
likan kedudukannya seperti sebelum adanya keputusan., Ayat
duanya menyatakan bahwa apablila mengenai vonis-vonis yang
bertentangan, maka vonis pertama saja yang mempunyai keku-
atan berlaku. Gugatan request civiel hanya boleh diajukan

satu kali.

b. Pengaturan request civiel menurut perundang-undangan
Republik Indonesia, sebelum Peraturan Mahkamah Agung
No. 1/1980.

Dalam perundang-undangan Republik Indonesia, kewe-
nangan pemeriksaan gugatan request civiel dipegang oleh
Mahkamah Agung. Sedangkan luasnya materi yang dapat diper-
gunakan sebagal alasan pengajuan request civiel, sebelum
dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980, hanya di-
atur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969. Undang-
undang yang mengatur masalah peninjauan kembali, hanya me-

ngatur aturan pokoknya saja.
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Peravudrun saititaman agang Noo 171969 berisi masalah
penin suan «<crualil palusan yang telah memperoleh kekuatan
bukus, yan, tetap calg dalan perkara pidana mawvpun perkara
perdatu. ..enurut pasal 1 Peraturan . ahkamah Lgung 1.0.

L 4, svarat-syaral untuk pengajuan peninjauan kembali
Lernaaap nutusan yang telah bersifat tetap ialah:

a. wpaoila putusan itu dengan jelas memperlihatken
suatu keghilafan hakim ateu sesuctu sekeliruvan yang
menyoiok;

n. apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak di
tuntut ztau lebih dari yang dituntut;

¢. apabila mengenal sesuatu bagian dori tuntutan belum
diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sevabnya;

d. apablla antara pihak-pihak yang same mengenal se-
suatu soal yang swma, oleh pengadilan yaung sama a-
tau samua tingKatlnya telah diberikan keputusan yang
satu suma laln bertentangan;

¢e apubila dalam suatu keputus:in teruaapat keteatuan-
ketentuan yan salu suma lail . bertentangan;

' apablla putusan didescrkan pade suatu kebhohongan o
tau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui
sctelah perkara diputus atau pada suatu keterangan
saksl atau surat-surat buktl yan,, kemudian oleh ha-
Lo dinyatukan pslsug

e wpablla sctelzh perkara diputus, wiketenmukan surat-
surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada
waktu perkara diperiksa, tidak depat diketewnukan.

r

salam . lasna-slasan oerseoat di atas, yang diatur dalam
buzian a., mempunyal aril yang sangot luas dan relatif.
Sampal sejauh mana yéang dinwmakaen kekhilofan halim atau
sexkel iruan yan,r menyolok dupat dimintakan peninjauan Fem-
bali, menurut pendapat saya masin menjadi persoalan. Auaa
vaiknya juge kriteria tersebul dimasukkun, karena uniuk
menawpung alasan-alasan yan,; tidak disebutkan colaw hrite-
ric luinnya tetaol memang pantus untulk dimintakan oenin-

Jauan wemball. ! enurut pendapat saya scbenarnya «riteria
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Lernundl nelatodon alesan oerin aladacaneoya Lewbagy venl-
Jouan Henball bernoeduad putuson vensaailan yane telal bore-
witan Ltelup,

Fasal 2 Poroturan Jahkaman Agung tersebut, menga-
tur Le-ton, proscdur pongajuan permohonan peninjauan Kew-
Lao1e wcdan ayat 1 pasald ind disebutkan bohwa yan: berhax
ner o gan nermohonan peninjauan genoali terhadap putusan
van o Leloh versirat tetap ialah pilai yang berpernsra stau

ntiownrisnya, atau sescorang yans secara kLusus Jikuube-
“anountul mengajukan permohonan itu. Permohonan tersebutc
«cnurol ayat duanya horus diajukan dolem jungka waktu 3
vLiga) bulan setelah putusan itu tidas dapaur lapgl diaiulian
serlav-nan banding atau kasasi, jika putusun itu olell sua-
ta vencadilan di pulaa Jawe dan Fadura. lnlug putusan oe
noaullan dl Juar dawa dab radura, joopke wakiunya o (enam)
batur, ayal tiga paszl inil menycebulthun banvia apubila nor-
noohonan utassarkan alad dlasan aizetanui alou direlomukan
nel=hal baru atew surat-szural burti haru yang dahala Lidas
wikelenukan auka jonpke waktunya Liga atzu enos bulon se-
colen dikeloruinya hal=hal yan paru ~tza gibeteznkzn su-
ru.=sural buctl terscout, calam cynt 4 dan ayol b odijelas-
s tenlan cuara-carda oengejuan perrtulih dat, yoliu:
e ermohionan harvus diojulken secars tertalis, dun en mo-
nyauubtaun asejelau~jelasnya alasan yaen o ad Juedob s, dasare
ernchonan ita san dimeguhkan ke cooniteraaa foeroadil-

w0 oyan, telah newdtuskan osernaran; < Leroebut;
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b. apabila pemchon tidak dapat menulis, maka ia diperbo-
lehkan menguraikan permohonannya secara lisan di hada-
pan Ketua Pengadilan tersebut, yang akan membuat cata-
tan permohonan itu.

Selanjutnya ayat 6 pasal 2 tersebut menctapkan, bahwa se-

lambat-lambatnya dalam waktu satu bulan Ketua Pengadilan

tersebut mengirim surat permohonan atau catatan tentang
pvermohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ke-
tua Mahkamah Agung, disertai dengan pertimbangannya. “ak-
tu satu bulan yang disebutkan dalam ayat ini, menurut pen-
dapat saya satu bulan setelah pengajuan permohonan oleh
pemohon,

Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969 tersebut dica-
but oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971, dan peratur-
an ini kemudian mengingatkan bahwa gugatan request civiel

menurut aturan yang lama masih tetap berlaku, yaitu menu-

rut Brv.

2. Tinjavan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No,
1/1980

Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 seperti halnya

deng;an peratufan Mahkamah Agung yang terdahulu, memberi-
kan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengadakan penin-
jauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh ke=-
kuatan hukum yang bersifat tetap. Mengcenai alasan-alasan

yang dapat diajukan untuk permohonan peninjauan kembalil
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terhadap putusan=-putusan perkara perdata, pasal 1 Peratur~
an ini mengatur sebagai berikut:

a., apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan a-
tau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui
setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan
saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh ha-
kim pidana dinyatakan palsu;

b. apabila setelah perkara-perkara diputus, diketemu-
kan surat-surat bukti yang bersifat menetukan, yang
pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemu
kan;

Ce apaﬁila telah dikabulkan suatu hal yang tidak di-
tuntut atau lebih dari pada yang dituntut;

d. apabila mengenal suatu bagian dari tuntutan belum
diputus tanpa divertimbangkan sebab-sebabnya;

6, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu
soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadi-
lan yang sama atau sama tingkatannya telah memberi-
kan keputusan yang satu sama lain bertentangan;

.f. apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ke-
tentuan yang satu sama lain bertentangan.

Pasal 2 sampai dengan pasal 8 Peraturan ini menga-

tur tentang prosedur permohonan request civiel , Pasal 2

ayat 1 menetapkan bahwa ‘pemohon request civiel harus pihak

yang berkepentingan, ahli warisnya atau.seseorang wakilnya
yang secara khusus dikuasakan. Ayat 2 dan 3 pasal ini me-
ngatur tentang tata cara pengajuan permohonan request ci-
viel yaitu dengan cara:

a. Menurut ayat duanya, permohonan diajukan secara tertu-
lis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang di-
jadikan dgsar permohonan dan dimasukkan ke Kepaniteraan
Pengadilan yang bersangkutan dengan perkara tersebut
atau digjukan langsung ke Mahkamah Agung.

b. Menurut ayat tiganya;.apabila pemohon tidak dapat menu~

lis, maka dapat dengan cara menguraikan permochonannya
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secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan tersebut atau
hakim yang ditunjuk olehnya, yang akan membuat catatan
tentang permohonan itu.

Selanjutnya pasal 2 ayat 4 menetapkan bahwa, peng-
adilan tersebut mengirimkan surat permohonan atau catatan
tantang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya
kepada Ketua Mashkamah Agung. Pasal 3 Peraturan ini menga-
tur tentang jangka waktu diajukannya permohonan request
civiel yaitu 6 (enam) bulan setelah terhadap putusan ter-
gebut tidak lagi dapat diajukan perlawanan, banding atau
kasasi. Apabila pihak yang bersangkutan meninggal dunia,
maka menurut pasal 4 ayat 1, ahli watlisnya dapat mengaji=-
kan permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu tiga
bulan setelah yang bersangkutan meninggal dunia, Ayat 2
pasal ini menetapkan bahwa apabila selama proses peninjau-
an kemball pemohon meninggal dunia, dapat dilanjutkan oleh
ahli wa?isnya. Jika peninjauan kembali tersebut didasarkan
atas pemalsuan, kebohongan, tipu muslihat atau penemuan
bukti~bukti baru, jangka waktu permohonannya adalah sejak'
hari dimana hal-hal tersebut di atas diketahui kalau hal-
hal tersebut dapat dibuktikan secara tertulis.

Apabil? Mghkamah Agung mengabulkan permohonan pe-
ninjauvan kembali, maka menurut pasal 6, Mahkamah Agung
membatalkan-keputusan yang bersangkutan dan selanjutnya
memeriksa dan memutuskan perkaranya dengan mengembalikan

pihak-pihak dalam kedudukan semula. Jika salah satu pihak
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telah menerims atau menikmati sesuatu sebagail askibat dari
putusan yang bersangkutan, maka ia harus mengembalikan.
l'etapi permohonan peninjauan kembali menurut pasal 7, ti=-
dak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan
hakim,

Menurut pasal 8, permohonan peninjauuan kembali ha-
nya dapat-dilakukan 1 (satu) kali saja.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.7/1980, yang
berisi tentang perihal Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980
dalam hal yang tercantum di nomer 5 dijelaskan bahwa Pera-
turan Mahkamah Agung ini merupakan penyesuaian dari Pera-
turan Mahkamah Agung No. 1/1969, dan yang didasarkan pada
Undang~-undang No. 14 tahun 1970,

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Peraturan
Mahkamah Agung No. 1/1969 telah dicabut oleh Peraturan
Mahkamah Agung No. 1/1971. Tidak jelas apa yang dimaksud
dengan penyesuaian terhadap Peraturan Mahkamah Agung yang

telah dicabut tersebut.
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BAB IV

SBANDINGAN RAQUEST CIVIEL DALAM
PARUNDANG-UNDANGAN YANG P-RNAH BERLAKU D INGAN PE/ATURAN
MAHKAMAH AGUGNG NO. 1/1980

1. Perbandingan Dalam Prosedur Pelaksanaan

Dalam memperbandingkan prosedur pelaksanaan, disu-
sun sistimatika sebagal berikut:
a. Pengadilan yang berwenang.

Menurut perundang-undangan Republilk Indonesia, we-
wenang mengadili pgugatan, request civiel dilimpahkan pada
Mahkamah Agung. Sedangkan BRv memberikan wewenang ini ke-
pada Pengadilan yang keputusannya dimintakan request ci-
viel. Jadi apabila wewenang menangani gugatan reguest ci~
viel dipegang oleh Mahkamah Agung, tidak ada persoalan a-
pakah request civiel dapat dibanding atau dikasasi,'kare-
na lMahkamah Agung sendiri merupakan badan peradilan yang

tertinggi.

b. Prosedur pengajuan permohonan.,

Dalam BRv pasal 390 ditetapkan bahwa request civiel

sugatannya diajukan seperti mengajukan gugatan biasa kepa-

da pengadilan'yang keputusannya dimohon untuk diadakan
peninjauan kembali. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah A-

gung No, 1/1969 pasal 2 ayat 4, 5, 6 dan dalam Peraturan

Mahkamah Agung No. 1/1980 pasal 2 ayat 2, %, 4 pada dasar-

Sk
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nya pengaturan mengenai permohonan request civiel adalah

joma, yaitu bailk permohonan secara lisan maupun tertulis

dimasukkan ke Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan,
dan Pengadilan ini yang akan meneruskan ke Mahkanmal Agung.,

Tentang waktu pengiriman, Peraturan Mahkamah Agung No. 1/

1969 1.emberikan batasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan,

s dangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 tidak

menetapkan secara pasti, hanya memberi klausula "segera

mengirimkan', dan diperbolehkan untuk mengirimkan secara
langsung ke Mahkamah Aguﬁg.

¢, Batas waktu pengajuan permohonan.

Dalam Bkv diatur secara terperinci dan mendetail.
jatas waktu tersebut diklasifikasikan menjadi:

(1) untuk batas waktu biasa ditetapkan 3 (tiga) bulan
terhitung mulai vonis dijatuhkan, untuk verstek mulai
tidalk berlakunya pengajuan verzet. 3agl yang belum
devasa dihitung mulai setelah memasukid umur dewasa.

(¢ ) bagi mereka yang meninggal dunia, diperlakukaen pasal
241 yaitu 3 (tiga) bulan sctelah meninggal dunia.

(5) Jdalam masalah penipuan, kepalsuan, diketemukan bukti-
bukti baru dan sebagainya, dihitung mulai diketcemukan
atau diketahuinya hal-hal tersebut, yang sccara ter-
tulis dapat dibuktikan.

(4) dalam hal ada pertentangan dari vonis-vonis yang di-
jatuhkan, terhitung mulai venis teralhir dijatuhkan.

Japdl verstek terhitung mulail dari walitu tidak berla-
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kunya verzet,

(97 apobila memerlukan keputusan dari pengadilan lainnya
yang sidangnya masih berlangsung, dihitung mulai ja-
tuhnya keputlusan,

Peraturan Fahkamah Agung No. 1/1969 hanya mengatur
secury garis besar dengan menentukan batas waktu 3 (tiga)
bulan untuk Jawa dan Madura, dan 6 (enam) bulan untuk lu-
ar Jawa dan ladura. Hanya hal-hal mengenai masalah dike-
temukan bukti-bukti yang dulu tidak diketemukan dan dike-
tahuinya hal~hal yang baru, ditetapkan semenjak diketemu-
kun atau diketahui hal<hal dan bukti-bukti tersebut, dan
hul ini harus dibuktikan secara tertulis, Peraturan Mah-
kamah Apung No, 1/1980 sécara umum mengatur batas walsitu 6
(¢nar) bulan dengan menambahkan batasan bahwa keputusan-
L« rscbut tidalk dapat dibanding atau dikasasi. Peraluran
int tidak membedakan batas woktu untuk Jawa dan Madura,
Jentung hal meninggalnya pihak yany bersangkutan, diberi-
Kan balas waktu tiga bulan setelah kematian yang bersang-
situén. Dalam hal adanya pemalsuan, kebohongan, tipu musli-
hat wbtau penemuan bukti-bukti baru, jangka waktu permohon-
sn ditetapkan sama dengan pengaturan dalam BRV meupun Pe-
raturan Mohkamah Aguneg No. 1/1969.

Tata cara leinnya pada pokoknya suua, hanya dalan
Vo onasih dipermasalahkan apakah request civicl dapat di-
L niing eteuw dikasasi, karena pengajuannya seperti guga-

tan biasa. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung hal
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int tidak aimun kingun Rurvena badan yang berwenang hanya-

Yoo Mangansh Aun_.

e Pernspdingan Ui lam tateri Perkara

valum Bav perkard-perkara yang dapal dimintzkan re-

w.owt civiel narus mempunyal alasan-alasan yang telah di-

g ant, sebaugian besar alasan-alasan ters.bul juga dite-
Ceonnou Lan Peraturan Mahkamah Agung Lol 1/196C nmauoun

«.1:m Feraturan Mahkamah Asung No. 1/1980, walaupun ada
e .rbetaan dalwm susunan kata-katanya. Perbedaan yang me-
wys Tok dalam materi alasan-alasan yane aepat diejulcen un-
tuk permohonan request civiel. ialah:

A, Laduds pasal 38% Ay, bagi mereke yans: dibavich unur,

vun,; sibelurnys tildek mendapatikan pcrhatian ctau senbe-
Lown, setelah mereka dewasa dapat nensajukan request
civiel wtas huknya yang dirugilan oleu nutusan pengadi-
la. Hlausule ini tidak Lerdapst bailk dalam»Peruturan
coidzumsh Acung Lo. 1/1969 maupun Fo. L/1980.

Lo eroturan Mahkameh Agun,, No. 1/1969 wasal 1 bagian a
LLriad Klausule beahva, anabila terdap: t kekailofan atau
keheriruan Hakim walae putusannya. Rlausuls ind tidak
t.rilapat pada Inv wauoun dalam Peraturin . ahkrmah Agung:

¢ 1/10820, Fenurut penaspal seys klauaul. ini tidak
n.rhn aitempatkan, karens mengandun: pengertien yong
cangatl Luas den shaotruddk,

Y . 5

Dal-au Husal @ ayat 4 Peraturcn  slia U Sgua loe 1
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tahun | $Y dan pasul < ayat 2 rferoturan Vahwezmah Azung Moo
1/194G, hanya disebutkun wahva prosedur pengajuan permo-
honan dimesukkan ke Kepaniteraan Pengadilan tingkot perta-
ma yang bersangkutan dengan perkara torsebut. Dan dalam
sodun peraturan terschut diatas tidak disebutkan sama se-
walt nengenai putusan banding atzu kasasi yang dapat di-
wintakan requecst civiel, Sedangkan dal:m 3uv pasal %39 di-
sebhutkan bahwa sugatan request civiel diajukan kepada Pe-
n;adilan yang putusannya dimintakan request civiel. Jadi
apabila putusan Pengadilan Tinggli yang dimintakan request
civiel, maka pengajuan permohonannya pada Pengadilan Ting-
£1 tersebut, Dalam peraturan-peraturan Mahkoamah Agung ti-
nak terdapat pengertian tersebut, yang mana seluruli permo-
henan dimasukkan ke Kepaniteraan pengadilan tingkat perta-
mz, Hanya dalam Perturan Mahkamah Agung No. 1/1980 ada di-
tanoalilkan klausula bahwa pengajuan permchonan peninjauan
noball putusan yang telah bersifat telap dalar perlkara
perdota dapat langsung ke Mahkamah Agung. Hal ini dapat
berarti bahwa apabila yang dimintakan beninjauan kembali
putucun pengadilan tinggi atau kasasi, dapat langsung di-
i jukan ke Mahkamah Agung,. Tetapi hal ini tidak adua penga-
turznnya yan.: jelas, hanya tergantuncs dari penafsiran kata

*tx tersebut di atas.
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Py ygp

. -+ .-oulan

‘ad + hakekatnya istilsh reguest civiel adulah isti-
L. ovushan:s asing yang mempunyal persamaan arti den,;an  Ls-
Litah peninjauan kembali. putusan perkara poerdata yang te-
tanr porsifat tetap. vleh sebab itu istilel request civiel
aanat  dinakal ke dalam  bahasa lndonegsia  sebagat isbiluoh
rurur seperti istiloh hukum lainnya, karuna pemskaian kata
kola dulam bahasa  Indonesia yang mempunyal -vt’ yono cama
qengan request civiel, mémbutuhkan susunan kata-kata yanp
Lan ang,

request civiel tidak mengurengi kepastian hulum ga-
el eoutusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hu-
suso yon o oersifat wtelap, karena réguest civiel dapatl di-
diberlakunkan aengan persyosratan dan peogedur yan, ketat si-
{atnye. pisamping itu request civiel juga berperan sehagal

abaga hukos untuk wencapai keadilan.

1 erhedaan  yang prinsip antara pengaturan foquest
civiuvl menurul HRy dengan perundang-nndungan gevublik in-
voenia lalabh mengenai vengadilan yan. tervenang, menangani
rucotan request civier. Sedangkan prosedur lainnyas pada o=
Yoenya sama. luasnya materi perkara vany dapal  almintakan
reguest elvicl, menurut U8Ry lepib luas dan levib jelas,

valum perundang-undangan depublik Ine.oecia terutuama tera-

59

Skripsi TINJAUAN REQUEST CIVIEL DALAM WIDODO
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1/1980



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

40

turan Mahkamah Agung No. 1/1980, tidak ada pengaturan yang
jelas mengenai permohonan request civiel terhadap putusan
banding dan kasasi. Namun dapat disimpulkan bahwa baik putu-
san banding maupun kasasi, dapat dijangkau atau dapat di-
mintakan peninjauan kembali, karena putusan banding maupun
kasasi adalah tidak lebih dari putusan yang telah mempero-

leh kekuatan hukum yang tetap.

2. Saran

Seyogyanya Pemerintah bersama Dewan Perwakilan iax-
yal segera mengukulilian Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980
sebagal peraturan peluaksana dari pada pasal 21 Undang-un-
dang No. 14 tahun 1970, Hal ini dimaksudkan agar tidak ada
versoalan tentanyg kewenangan Mahkamah Agung.dalam menge-
luarkan Peraturan tentang lembaga peninjauan kembzli putu-
san yang telah memperdleh kekuatan hukum yang tetap.

Hendaknya dalam peraturan pelaksana diatur secara
jelas mengenai permohonan. request civiel untuk keputusan
banding dan kasasi, juga materi perkara yang dapat dimin-
takan reguest civiel diperluas, sehingga dapat menjangkau
semaksimal mungkin dari kekeliruan dan kekhilafan hakim.

Seperti istilah hukum lainnya, request civiel dapat
digunakan secara resmi untuk menggantikan istilah peninjau-
an kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang
tetap dalam perkara peraata.

Perlu dipertahankan wewcnang i-ahkamah Agung dalam
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menangani peninjauan kembalil pulusan yang telah memperoleh
rekuatan hukum yang tetap, karena Mahkamah Agung merupakan
puncak badan-badan peradilan yang terdiri dari hakim-hakim
yang berpengalaman. hal ini perlu karena lembaga ini adalah
upi.ya terakhir dalam mencari keadilan menurut hukum, Jadi
penanganan oleh hakim-hakim yang berpengalaman dapat mem-

rerkecil kemungkinan terjadinya keknilafan hakim,
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